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Abstract
The history of agrarian law in Indonesia prior to the independence day were 
feudalistic and capitalistic where the society felt shackled and lack of freedom in the 
ownership, had no authority to manage the land and farmland optimally. Land 
reform through Law Number 5 Year 1960 pertinent to Agrarian Principles (BAL) is 
one of the efforts aimed at holding the division of land in order to set a better control 
and ownership leveling as well as guaranteed by law, it was the first time of the 
introduction of the concept related to the rights which held by the government and 
give the authority of the land to the government but the not the owenership of the 
land. The purpose of this concept is to achieve prosperity for people and gain social 
just and prosperous.
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I. Pendahuluan
              Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan ditengah-tengah 
masyarakat dari dulu sampai sekarang, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh 
faktor produksi lainnya, tidak hanya memiliki aspek ekonomi namun juga aspek politik, 
hukum dan sosial.1 Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan 
permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap,2 disamping bernilai 
ekonomis juga bermakna religio-kosmis dan bahkan idiologis.3 Potret hukum tanah di 
Indonesia jauh sebelum lahirnya UUPA, bahwasanya ada badan perdagangan yang 
terorganisir pada tahun 1602 yang cukup mempengaruhi sejarah hukum agraria di Indonesia 
adalah VOC ( verenicde oast-indische compagnie ) pada awalnya kolonial membiarkan 
daerah-daerah untuk hidup menurut kebiasaannya, akan tetapi bagi kepentingannya sendiri 
berpegang kepada ajaran agamanya, bahwa segala sesuatu di bawah langit adalah 
kepentingan Raja. Setelah tahun 1794 badan perdagangan ini pecah dan daerahnya 
diserahkan kepada Bataafse Republiek yang memegang pemerintahan di tanah air  Indonesia 
                                               
* Dosen  Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
1 Y. Wartaya Winangun, SJ, Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan 1, Kanisisus, Yogyakarta, 2004, hlm 21.
2 I Wayan  Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia,  Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. v.
3 Mustain, Petani VS Negara: Gerakan Sosial  Petani Melawan Hegemoni Negara, Ar-Ruzz Media , Yogjakarta, 
2007, hlm.14.
sejak tahun 1800. Tahun 1806 Bataafse Republiek berubah menjadi Kerajaan Belanda dan 
kekuasaan pemerintahan daerah jajahan kemudian berada di tangan Raja Belanda.4 Belanda 
adalah penguasa kolonial yang merangkap sebagai pengusaha. Kolonial ditandai dengan 4 
ciri pokok, yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan dependensi.5
Setelah peneliti menggambarkan histori iklim dan potret agraria jelang lahirnya 
UUPA secara singkat di atas sebagai pembukaan, maka didalam pendahuluan ini akan 
dipaparkan menjadi empat uraian; pertama, uraian memaparkan bagaimana UUPA 
bermaksud untuk membangun hukum pertanahan pro rakyat, kedua, gambaran pertanahan 
pro rakyat dalam perspektif hukum Islam sebagai dasar untuk membangun ekonomi, ketiga,
hambatan dan kegagalan implementasi untuk mencapai tujuan semula UUPA dari masa ke 
masa, keempat, upaya dan solusi untuk mengembalikan Khittah UUPA kepada tujuan semula 
dengan pendekatan nilai-nilai hukum agama terutama dalam hukum Islam sebagaimana awal 
munculnya pertimbangan dan berpendapat  untuk lahirnya UUPA.6
II. PEMBAHASAN
A. Urgensi Tanah di Tengah Masyarakat
Pentingnya tanah bagi masyarakat sangat dirasakan oleh  para pejuang bangsa pasca 
revolusi Indonesia merdeka yang merasa menempati wilayah khatulistiwa yang subur namun 
terbelenggu dan tidak merasakan adanya kemerdekaan dalam pemilikan, penguasaan apalagi 
wewenang pengelolaan tanah maupun lahan secara maksimal karena kebijakan pertanahan 
sebelum Indonesia merdeka bersifat feodal dan kapitalistik. Salah satu sebab 
diperjuangkannya landreform melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
                                               
4 Rustandi Ardiwilaga, Hukum agraria Indonesia, Masa Baru, Jakarta, 1962, hlm.  115.
5 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak  Atas Tanah,  Kencana Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 28.
6 Berpendapat : bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbanga di atas perlu 
adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin 
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar  pada 
hukum agama. (Sumber: LN 1960/104; TLN NO. 2043, Tentang : Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria
indeks: Peraturan Dasar Pokok Agraria ). Juga dapat dibaca pada Pasal 5 UUPA. 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)7 adalah mengentalnya semangat anak bangsa 
saat itu yang dipengaruhi oleh dinamika dari pelbagai ideologi dan kekuatan sosial politik 
yang memberi sumbangan dalam pergerakan anti kolonialisme.8 Salah satu hasil karya anak 
bangsa terbaik, paling monumental, sekaligus revolusioner, yakni Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA)9 yang pertama kalinya memperkenalkan konsep hak 
menguasai negara.10 Rekaman sejarah menunjukkan bahwa lahirnya UUPA merupakan hasil 
perseteruan dari berbagai kepentingan pada zaman Orde Lama.  Landreform merupakan 
strategi politik agraria yang dilatarbelakangi oleh  perseteruan  beberapa kepentingan, 
terutama kepentingan  para petani yang tidak memiliki tanah melawan kepentingan para tuan 
tanah.11 Ada tiga golongan yang menonjol: yakni Golongan Radikal, yang diwakili oleh 
Partai Komunis Indonesia, Golongan Konservatif yang diwakili oleh Partai-Partai Islam dan 
PNI, terakhir adalah Golongan Kompromis yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia 
(Soekarno ) dan Sadjarwo ( Menteri Agraria Republik Indonesia ) sebagai dua tokoh penting 
dalam perumusan UUPA. Pada prinsipnya mereka memperjuangkan hukum yang bertujuan 
mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan 
pemilikannya,12 pada prinsipnya mereka memperjuangkan hukum yang bertujuan 
                                               
7  Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Rabu tanggal 14 September 1960, P.6/ 1960 
Kutipan: Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 Yang Telah Dicetak Ulang.
8 Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosiopolitik 
Perkembangan Hukum  Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta,1994, hlm. 159.
9 Terdapat pada Bab Kelima pada UUPA. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan 
di Jakarta pada tanggal 24 September 1960. Presiden Republik Indonesia, Soekarno.
10 Sebenarnya Pasal 33 UUD 1945 telah lebih dulu memperkenalkan “ dikuasai oleh Negara “ Secara gramatika, 
kata dikuasai termasuk kata kerja bentuk pasif. Berbeda dengan kata “ menguasai “,  yang merupakan kata kerja 
aktif.
11 Noer Fauzi, Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan  Politik Agraria di Indonesia, Kerjasama Insist Press, 
KPA, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 141.
12 Ibid.
mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan 
pemilikannya.13
UUPA berusaha memperjuangkan adanya landasan asas kenasionalan yang 
meletakkan wilayah Indonesia sebagai sumber potensi kehidupan yang dikaruniai Tuhan 
Yang Maha Esa, para pejuang bangsa merealisasikan pasal 33 UUD 1945 dengan 
menyerahkan kepada negara untuk menguasai bukan untuk memiliki dengan tujuan mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, tercermin 
pada pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) UUPA, berbeda dengan  asas  yang dianut hukum barat, 
yaitu antara lain dinyatakan bahwa negara memiliki tanah seperti yang disebutkan dalam 
pernyataan domein ( Domeinverklaring )14 Beberapa asas dalam UUPA yang perlu disimak  :
Asas Pengakuan terhadap hak ulayat15; sepanjang hak ulayat itu masih ada dalam 
kenyataan dan sesuai kepentingan kepentingan nasional dan negara maka negara mengakui 
hukum adat tersebut sebagaimana tergambar dalam pasal 3 UUPA.16
     Asas Fungsi Sosial; berfungsi tidak hanya kepentingan pada pemegang atas tanah, 
namun bermanfaat pada pemilik hak dan bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan 
kebahagiaan pada bangsa dan negara, asas ini dapat disimak dari pasal 6 UUPA.17
Asas kebangsaan; Pemanfaatan tanah untuk bangsa, oleh karena itu tidak 
diperkenankan tanah dimiliki oleh orang asing maupun demikian pula badan-badan hukum 
asing. Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah 
demikian di dalam Pasal 9, Pasal 21 Ayat (1).
Asas persamaan hak; tidak ada diskriminasi antara warga Indonesia pria maupun 
wanita untuk memperoleh  sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan 
                                               
13 Boedi Harsono,  Hukum Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 
Pelaksanannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional,  Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5.
14 Sunardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm.16.
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan...,Op.Cit., hlm. 185.
16 Urip Santoso, Op.Cit., hlm. 64. 
17 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, 
Jakarta, 2006, hlm.7.
hasilnya. Asas ini dijelaskan didalam Pasal 9 ayat (2)18. Ada pembatasan jangan sampai 
terjadi penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas, 
dijelaskan dalam pasal 11 Ayat (1)19, sementara didalam ayat (3) dinyatakan adanya 
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. Kemudian dalam pasal 
13 dinyatakan bahawa usaha-usaha yang bersifat monopoli dalam lapangan agraria hanya 
dapat dilakukan oleh pemerintah dan berdasarkan undang-undang. Para peserta pembuat 
UUPA juga meletakkan asas usaha secara aktif oleh pemiliknya. Tanah pertanian harus 
dikerjakan atau diusahakan oleh pemiliknya sendiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, 
maka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13, pasal 17 ditentukan batas minimum 
dan maksimum pemilikan/penguasaan tanah pertanian, dalam pelaksanaan dijabarkan 
kembali dengan UU No. 56 Tahun 1960.20
Demikian pula adanya asas perencanaan segala sesuatu yang memiliki perencanaan 
yang baik dan tepat maka dipastikan akan berhasil secara maksimal.  Pengelolaan tanah 
dibutuhkan perencanaan terutama mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, 
air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan kehidupan bangsa. Dengan harapan agar 
supaya membawa manfaat yang berlimpah demi kemakuran rakyat. Demikian diamanatkan 
didalam pasal 14 UUPA. Pengelolaan tanah menuju peningkatan ekonomi, masyarakat 
memiliki  wewenang atau keleluasan untuk mengelola dan menikmati suatu lokasi tanah 
sebagai objek. Istilah hak itu sendiri dalam bahasa Belanda disebut dengan  subjective 
recht,21 wewenang tersebut memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu yang 
melaksanakannya, oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara hukum, sebagaimana hal-
                                               
18 Ibid., hlm. 8. ( Pasal 9 ayat 2 :”Tiap-tiap warga negara  Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh  sesuatu hak atas tanah  untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya “). Pada pasal yang sama.
19 Pasal 11 ayat 1 mencegah penguasaan  atas kehidupan dan pekerjaan orang lain  yang melampaui batas.
20 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Himpunan Peraturan..., Op.Cit., hlm. 487.
21 N.E.Algra. Dkk , Kamus Istilah Hukum ,  Penerjemah Saleh Adi Winata, Bina Cipta , Jakarta, 1983, hlm. 
443.
hal yang berkaitan dengan hak milik telah diatur sesuai dengan ketetapan yang ada22. Agar 
hak asasi manusia Indonesia dapat dipertahankan dengan menganut hak asasi sebagai warga 
negara bukan sebebas-bebasnya namun tetap menghormati hak-hak asasi orang lain. Oleh 
karenanya orang Indonesia tidak hanya memiliki hak asasi tetapi juga memiliki kewajiban 
asasi.23
B. Tujuan Hukum Pertanahan
       Peneliti berusaha untuk memaparkan tujuan dan target hukum pertanahan yang dapat 
melindungi kelompok yang lemah dengan perspektif hukum Islam untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, setelah melihat perkembangan dan pengaruh serta 
implementasi  UUPA yang tidak lagi menjadi payung hukum bagi peraturan dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pemilikan, penguasaan, serta pengelolaan tanah yang dapat 
mewakili misi utama kehadiran UUPA yang diharapkan dapat menjadi penghapus karakter 
kolonial ditandai dengan 4 ciri pokok, yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan 
dependensi.24 Menjiwai arti dari pada hubbul wathan atau memperkuat kenasionalan dan 
meletakkan wilayah Indonesia sebagai  sumber potensi kehidupan yang dikaruniai Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Melanjutkan perjuangan untuk melawan kemungkaran dan penghinaan 
atas perampasan tanah rakyat dengan konsep bahwa negara memiliki tanah seperti yang 
disebutkan dalam pernyataan  domein ( Domeinverklaring ).25 Upaya untuk mengembalikan 
misi UUPA dengan nilai-nilai hukum Islam26 yang sangat berdekatan dengan muatan hukum 
adat dengan asas pengakuan terhadap hak ulayat27, sepanjang hak ulayat itu masih ada dalam 
                                               
22 Dalam kaitan dengan hak milik ditetapkan pasal 28 huruf h ayat (4) UUPA 1960, bahwa ” setiap orang 
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang 
oleh orang lain “  
23 Sri Edi Swasono ,” Kompas, Edisi14 Agustus 2006 .
24 Urip Santoso, Op.Cit., hlm. 28.
25 Sunardi, Op.Cit., hlm.16.
26 Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya 
yang hakiki. Demikian dapat dibaca pada tulisan-tulisan Abduh, Isa & Yahya, Ahmad Ismail, Al-Milkiyah fi Al-
Islam, Darul Ma'arif, t.t, Kairo,  hlm. 138. Juga bisa dijadikan bandingan Firman Allah SWT (artinya)," Dan Dia 
tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum." (QS Al-Kahfi [18] : 26).
27 Boedi Harsono, Hukum Agraria  Indonesia, Himpunan Peraturan..., Loc.Cit.
kenyataan dan sesuai kepentingan nasional dan negara maka negara mengakui hukum adat 
tersebut sebagaimana tergambar dalam pasal 3 UUPA28. Meletakkan asas-asas hak 
kepemilikan dalam Islam yang dapat memberikan kejelasan kepemilikan individu dihormati, 
kepemilikan umum  (collective Property), serta kepemilikan negara (state proprty) yang 
diamanahkan kepada negara untuk dikelola penuh pertanggngjawaban. Demikian pula 
bagaimana pengelolaan kepemilikan seorang muslim yang dilandasi dengan hukum-hukum 
syara’.29 Fungsi sosial dalam Islam dimanfaatkan dengan mengakui hak-hak orang lain 
dengan cara menghargai tetangga serta lingkungannya tidak hanya kepentingan pada 
pemegang atas tanah, namun bermanfaat pada pemilik hak dan bermanfaat baik bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan pada bangsa dan negara, asas fungsi tanah dalam Islam ada 
kesamaan tergambar dari pasal  6 UUPA.30 Persamaan hak yang tidak mengenal diskriminasi, 
namun keputusan berdasarkan musyawarah. Pengelolaan tanah harus dikerjakan atau 
diusahakan oleh pemiliknya sendiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan pasal 13 jo. pasal 17 ditentukan batas minimum dan maksimum 
pemilikan/penguasaan tanah pertanian, dalam pelaksanaan dijabarkan kembali dengan UU 
No. 56 Tahun 1960.31 Produktifitas tanah dalam Islam sangat dikaitkan dengan keseimbangan 
kemampuan fisik maupun finansial sehingga membangun mekanisme ekonomi yang kreatif 
bersifat produktif. Sebagai tujuan utama dalam pengembangan tanah sebagai sumber 
ekonomi dalam Islam, maka sumber daya bumi yang sangat strategis dan bermanfaat untuk 
dikembangkan, manusia sebagai khalifah untuk  mengeksploirasinya menjadi kebutuhan 
pokok yang dapat menjadi barang produktif dan jasa. Diantara yang terpenting di dalam bumi 
adalah tanah diatasnya ada pepohonan dan rumput, didalamnya ada tambang, air dan mineral 
                                               
28 Urip Santoso, Op.Cit, hlm. 64. 
29 Abdullah, Dirâsat fi al- Fikri al- Islamî, Beirut Bayariq, 1990.
30 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan..., Op.Cit., hlm. 7.
31 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan..., Op.Cit., hlm. 487.
lainnya.32 Konsep Islam yang menghargai pelaku ekonomi yang semangat penuh dedikasi, 
sabar, disiplin dan menghargai waktu serta selalu berupaya untuk menghidupkan sesuatu 
yang mati atau terlantar,33sehingga tidak terjadi pemborosan tanah, lahan yang seharusnya 
berproduksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak, orang yang berprilaku 
demikian dihargai dalam Islam.34
C. Hambatan Implementasi UUPA
Penegakan hukum pertanahan melalui kemasan turunan UUPA sejak diundangkannya 
pada tahun 1960 dari masa ke masa mengalami hambatan implementasi dan semakin jauh 
dari inti tujuan semula untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat, terwujudnya kebebasan 
dan kepastian hukum pemilikan tanah, penguasaan, pengelolaan yang saling menguntungkan 
berbagai pihak, namun yang terjadi adalah semakin menekan  orang lemah dan berpihak 
kepada pemilik modal dan penguasa yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. 
Realitas implementasi di era orde lama  ditandai dengan program pendaftaran tanah 
berdasarkan peraturan  No. 10 Tahun 1961.35 Kemudian diperjuangkannya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1960.36 Implementasi dari Perundang-undangan maupun peraturan 
Pemerintah tersebut di atas pada saat mengalami hambatan berat karena terbentur dari 
kurangnya dukungan  baik dari rakyat maupun organisasi petani, partai politik, tokoh-tokoh 
dan panitia landreform. Terjadi aksi sepihak, baik dari kelompok tani yang lapar tanah 
                                               
32 HR. Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dalam,  Ash-Shabih , Hadits no. 2335, Dâr Al-Kutub Al-
Ilmiyah Beirut, Cet 1, 1420 H,  Abu Bakar  Ahmad bin Husen bin Ali AlBaihaqi, As-Sunan Al-Kubra, thaqiq 
Muhammad Abdul Qâdir Atha', Dâr Al- Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cet. 1, 1414 H/ 1994 M. (6:235), dan berkata 
setelah menyebutkan hadits tersebut, Umar memutuskan dengannya pada masa khilafah.”
33 Lihat , Muhammad Az-Zuhaili, Ilya ‘ Al-Ardhi Al-Mamât, hlm. 96, Dr.Rif’at Al-Audhi, Min At-Turâts Al-
Iqtishâdî  Ali Al-Muslimin ( 1: 206-2007) S
34 Sebagaimana  hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:
 لاق ملسو ھیلع الله ىلص الله لوسر نأ اھنع الله ىضر ةشئاع نع : اھب قحأ وھف دحلأ سیل  اضرأ رمع نم)ىراخبلا هاور( : 
Artinya :Dari Aisyah ra. sesungguhnya Nabi saw. bersabda “ Siapa yang menggarap lahan yang tidak dimiliki, 
maka ia berhak atas lahan tersebut “ ( hadits  riwayat Bukhari ) arabnya lihat Rasidin hlm. 7. Lihat Al-Bukhari, 
Sahih al-Bukhari, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1994, Jilid III, hlm. 98, Lihat juga Al-Shan’ânî , Muhammad  Ismail al-
Kahlani, Subul- al-Salam, ( Beirut: dâr al-Fikr,t.t), hlm. 158.
35 Peraturan Pemerintah  No.10 Tahun 1961 tentang …bagaimana mengetahui  dan memberi kepastian hukum
tentang pemilikan dan penguasaan tanah...
36 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang  Perjanjian Bagi Hasil.
maupun dari pihak tuan tanah.37 Program redistribusi tanah juga terhambat dari kelemahan 
administrasi yang tidak sempurna. Pro kontra terhadap implementasi undang-undang dan 
Peraturan yang revolusioner itu banyak menimbulkan aksi-aksi, sehingga dikeluarkan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Memperhatikan 
kejadian-kejadian tersebut di atas maka implementasi UUPA serta turunan peraturan yang 
ada pada saat itu dianggap gagal untuk dimplementasikan.38 Kegagalan dikarenakan 
kelambatan praktek-praktek pemerintah dalam pelaksanaan hak menguasai negara, tuntutan 
organisasi dan massa petani yang meretribusikan tanah secara segera sehingga kemudian 
timbul aksi sepihak.39 Demikian pula semakin maraknya kelompok  anti landreform tidak 
kalah gengsinya dari kelompok lain untuk mengadakan mobilisasi kekuatan tanding dengan 
cara mengelak serta berusaha untuk menggagalkan cita-cita reformasi pertanahan di 
Indonesia setelah baru saja lepas dari hukum sistem kolonial. Pergolakan antara pro dan 
kontra terhadap landreform total tersebut semakin memuncak dan mengundang ketegangan 
dan konflik yang semakin panas, sehingga mencapai pada konflik antar elite politik nasional 
yang berujung pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan menyebabkan runtuhnya 
rezim orde lama.40
Implementasi UUPA di era orde baru dengan fokus pembangunan pada pertumbuhan 
ekonomi dan investasi lokal maupun asing. Anggapan yang menjadikan landasan kebijakan 
di era orde baru adalah bangsa Indonesia telah melewati era orde lama, ternyata mewariskan 
utang-utang luar negeri yang  membuat bangsa tidak mampu membangun dirinya. Upaya 
pemerintah pada saat itu adalah menerbitkan kebijakan untuk menunjang pembangunan 
nasional yakni  mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman 
                                               
37 Noer Fauzi, Op.Cit., hlm. 143-144.
38 Noer Fauzi, Op.Cit., hlm. 124.
39 Terjadinya aksi sepihak, baik itu dalam arti aksi sepihak yang dilakukan oleh petani ( dibawah naungan  
Barisan Tani Indonesia  ( BTI ) Maupun oleh tuan tanah karena keduanya  sama-sama tidak memperhatikan 
prosedur normal landreform.
40 Dikenal dalam sejarah nasional dengan sebutan Gerakan 30 September  ( 30 s ) yang didalangi oleh Partai 
Komunis Indonesia ( PKI ).
Modal Asing untuk membuka peluang investor dalam negeri maupun dari mancanegara 
untuk mengelola sumber daya alam yang dianggap terbengkalai pada saat itu. Terjadi 
denasionalisasi (privatisasi) perusahaan asing pada tahun 1967 yang sebelumnya telah 
dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1958. Pertimbangan pemerintah orde 
baru yang mendasari hal tersebut dikarenakan alasan kondisi perekonomian yang kritis dan 
defisit sebagai peninggalan orde lama. Bahkan sebelumnya dilakukan negosiasi penjadwalan 
ulang atas utang-utang luar negeri sekaligus mengajukan pinjaman-pinjaman baru.41
Hambatan implementasi UUPA akibat adanya pergantian rezim yang berusaha menempatkan 
organisasi-organisasi yang memotivasi gerakan-gerakan revolusioner dalam perebutan tanah  
terutama mengembalikan tanah-tanah yang semula ditentukan sebagai tanah kelebihan dan 
karenanya menjadi objek retribusi tanah yang dilakukan oleh sejumlah tuan tanah. Pada era 
ini menghapus cita-cita yang diperjuangkan oleh kelompok pro petani kecil. Agar 
implementasi tersebut tidak terealisasi maka rezim orde baru mengeluarkan undang-undang 
yang menghapus tentang Pengadilan Landreform dan Undang-Undang Perjanjian Bagi 
hasil.42
Konsepsi hukum agraria orde lama yang pro rakyat itu digantikan dengan konsepsi 
yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Sementara konsep hukum tanah yang 
berorientasi kepada pemerataan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat diabaikan.43
Produktivitas tanah tidak dapat diandalkan karena banyaknya tanah terlantar akibat dari 
sengketa tanah yang tidak berujung.
                                               
41 Ricardo Simarmata, Pengakuan Hukum  terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Centre, 
Bangkok, 2006, hlm. 64-65.  
42 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 sebenarnya untuk mengawasi  adat tentang praktek bagi hasil. Sistem 
bagi hasil membantu peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun semakin banyaknya tuan tanah dan 
timpangnya penguasaan dan pemilikan tanah menimbulkan perbandingan hasil yang mengkhawatirkan. Lihat 
Justus M. van der Kroef, Penguasaan  Tanah dan Struktur Spesial di Pedesaan Jawa, diterjemahkan  dari, Land 
Tenure and Social Structure in Rurel  Java,Approaches  to Community Development, Volume 25, Bab IX , 
1960, dalam Sudiono MP Tjondronegoro & Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan tanah: Pola Penguasaan 
Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta, 1984. 
43 Sebenarnya  penyimpangan tersebut melanggar Pasal 33 UUD 1945, yang mana naskah aslinya tidak pernah 
mengalami  perubahan  hingga  Amandemen IV yang isinya “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” .
D. Mengembalikan Khittah UUPA Dalam Perspektif Hukum Islam
     Peneliti berupaya untuk mengembalikan khittah UUPA dalam perspektif hukum 
Islam44 yang mengedepankan pencapaian hukum yakni keadilan, persamaan dan peningkatan 
martabat  dan harkat manusia dengan cara mengembalikan  pandangan terhadap tanah fungsi,
tanah yang hakiki. 
            Penulisan ini akan menambah pemahaman pembaca untuk mengenal lebih jauh apa 
dan bagaimana tujuan hukum Islam terutama dalam kaitannya dengan pertanahan, 
mengenalkan pembaca tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat  abadi, artinya tidak 
terbatas kepada lapangan  materiil yang bersifat  sementara, karena faktor-faktor individu, 
masyarakat dan  kemanusiaan pada umumnya  selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu 
sama lain dan dengan hukum Islam dimaksudkan  agar kebaikan mereka semua dapat 
terwujud. Juga tulisan  ini akan menambah cakrawala tentang  bagaimana pemakaian tanah 
seseorang untuk kepentingan orang lain dan bagaimana hukum Islam  menghormati hak 
seseorang dan memberikan kebebasan untuk memakainya serta dilindunginya pula dari 
gangguan orang lain, perinsipnya seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad s.a.w : “Tidak 
ada rugi ataupun merugikan”. ( la dharara wala dlirara).45
Pada awalnya ada kesamaan prinsip hukum Islam dengan UUPA seperti tanah 
berfungsi sosial, 46 kesamaan dalam pemilikan dan pengelolaan, tidak diperbolehkannya 
diskriminasi,47 pemilikan dan penguasaan secara adil  tidak melampaui batas,48 serta  
                                               
44 Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya 
yang hakiki. Demikian Dapat dibaca pada tulisan-tulisan Abduh, Isa & Yahya, Ahmad Ismail, Al-Milkiyah fi 
Al-Islam, Darul Ma'arif, t.t , Kairo, hlm. 138. Juga bisa dijadikan bandingan Firman Allah SWT (artinya),"Dan 
Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum." (QS Al-Kahfi [18] : 26).
45 A. Hanafi MA, Hukum Islam,  Bulan Bintang,  Jakarta, 1970, hlm. 19.
46 Pasal 6  UUPA “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
47 Pasal 9  ayat  (2) UUPA “ Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, 
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya, Alqur’an Surat Taubah ayat 71.
48 Pasal 7 UUPA “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan “.
kemandirian dalam hal pengelolaan tanah agar tidak terjadi pemborosan. Mengembalikan 
fungsi tanah dari cengkeraman pengaruh kapitalisme dan liberalisme, dengan cara 
pendistribusian yang adil dan merata, manajemen tanah yang rapi dan transparan, kesamaan 
pandangan dalam memaknai pembangunan demi kepentingan umum, serta mengelola 
sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dan kehidupan yang strategis tanpa merusak alam 
dan lingkungan hidup. Prinsip kepemilikan harta tanah dalam Islam adalah pemanfaatan atas 
tanah secara maksiamal, bukan pada kemampuan seseorang untuk menguasainya tetapi atas 
dasar pemanfaatanya. Sehingga fungsi tanah dalam Islam adalah sebagai hak pengelolaan 
bukan pada  penguasaan.49
Instrumen  wakaf dalam hukum Islam merupakan solusi pengendalian pemilikan dan 
penguasaan yang melampaui batas. Pengaturan wakaf melalui pemerintah dan kompilasi 
hukum Islam.50 Suatu tindakan hukum yang merubah struktur pemilikan tanah dari pemilikan 
secara pribadi menjadi pemilikan baru terutama bagi orang atau kelompok yang tidak 
memiliki tanah yang dapat dijadikan basis sosial dan sumber  pengembangan ekonomi. 51
Umar Radhiyallahu Anhu, telah memberikan keteladanan dan contoh  maupun nilai-
nilai dari hukum Islam  yang dapat diterapkan dalam pendistribusian sehingga  memiliki 
                                               
49 Akibat dari penguasaan tanah di Indonesia yang hanya mementingkan pemilikan dan penguasaannya, tanpa 
dijiwai nilai karya dan fungsi pemanfaatan maksimal dan produktif,  sehingga banyak tanah  maupun lahan yang  
sia-sia karena terlantar dan menjadi banyak kerugian  karena diikuti dengan sengketa lahan. Yang diperkirakan 
Rp.146 triliun. Pada tahun 2007 saja  di seluruh Indonesia  mempunyai  7.491 kasus sebagai perbandingan  
pada tahun 2006 sengketa lahan sebanyak 2810 kasus. Kasus sengketa tidak hanya  berimplikasi secara sosial 
politik dengan munculnya kesenjangan sosial, kemiskinan dan gangguan keamanan, tetapi juga berdampak 
secara ekonomis. Menurut Yuswanda Deputi Bidang  Penataan Pertanahan BPN, dari 7491 kasus  sengketa 
lahan, luas lahan yang menjadi obyek sengketa  mencapai sekitar  607.886 hektar. Dari penghitungan BPN, 
dengan asumsi nilai jual  objek pajak (NJOP) lahan sebesar Rp.15.000.- tingkat suku bunga 10 %  pertahun, 
potensi kerugian langsung secara ekonomis dalam lima tahun  mencapai Rp.146,8 triliun. Selain sengketa lahan, 
ada pula kasus lahan terlantar atau lahan yang tidak dimanfaatkan seluas 7,15 juta hektar. Potensi kerugian 
secara ekonomis dari lahan yang terlantar dan sia-sia itu dalam lima tahun mencapai Rp.491 triliun, Kompas,
Edisi Kamis,17 Juli 2008, hlm. 15.
50 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf antara lain Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977,
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.
51 Abdul Aziz Setiawan, ( peneliti pada SEBI Research Center, STIE SEBI Jakarta), mengatakan bahwa luas 
tanah wakaf masyarakat menurut data Depag (2003) mencapai 1.535,19 km², jauh lebih luas bila dibandingkan 
dengan negara Singapura yang tersebar pada 362.471 di seluruh Indonesia. Tanah wakaf ini sebagian besar 
hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara 
multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Baca : Anthony Reid dalam bukunya Southeast Asia in the Age of
Commerce1450-1680.
keluasan makna yang mencakup pengaturan pemilikan  unsur-unsur produksi dan diantara 
individu masyarakat dan kelompoknya, disamping pengembalian distribusinya melalui 
bentuk-bentuk solidaritas sosial. Distribusi tidak hanya bertujuan ekonomi, namun juga 
tujuan dakwah dan tarbiyah. 
III. PENUTUP
Kesimpulan
Hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan serta diimplementasikan oleh 
pemerintah yang diberikan amanah adalah membangun mental pemegang kebijakan yang 
konsisten dalam memegang amanah, tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan  
kebijakan dan amanah  yang melekat pada diri pejabat dan pemerintah sebagaimana yang 
terjadi  ditengah-tengah masyarakat yang memiliki falsafah Pancasila sebagai landasan 
negara, namun yang terjadi dengan mudahnya  menjual kewenangan dan pososisinya yang 
melekat pada dirinya demi kepentingan pribadi.52  Pengelola tanah maupun pelaku bisnis 
untuk menjiwai dan merealisasikan implementasi pengeksplorasian sumber daya alam 
dengan dua dasar pondasi, yakni pondasi akidah dan kedua adalah pondasi akhlak. Seorang 
muslim yang harus percaya bahwa lingkungan adalah tempat bukan karena ada dengan 
sendirinya, namun ada karena ciptaan Allah SWT yang dianugrahkan kepada manusia untuk 
dikelola dan dijaga lingkungannya. Dari dasar akidah tersebut muncul aturan-aturan syariat 
yang wajib dipatuhi oleh setiap manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh 
karena itu peneliti mengharap nilai- nilai hukum Islam yang menjadi tujuan hukumnya adalah 
keadilan, kesamaan dan anti diskriminasi dan kemungkaran dan nilai-nilai adat yang 
memiliki banyak kesamaan pandangan dalam pengelolaan pertanahan dimasukkan sebagai 
sari-sari utama semangat untuk menetralisir undang-undang dan peraturan yang terkait 
                                               
52 Zainal Arifin Muctar (Direktur Pusat  Kajian  Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), Sita 
Harta Kekayaan Koruptor, Kompas, Edisi, 7 April 2010, hlm. 1-15.
dengan pertanahan di Indonesia, untuk memaksimalkan  fungsi tanah, pemilikan dan 
penguasaan tanah, serta instrumen pengendalian harga tanah yang tidak dapat dijangkau oleh 
rakyat jelata.53 Hal tersebut dapat direalisasikan bila pendistribusian tanah sebagai sumber 
daya alam secara adil dalam rangka menghindari semakin bertambahnya pengangguran.54
Mencapai suatu keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dibutuhkan manjemen, 
administrasi yang rapi dan transparan, perencanaan pengeloaan yang terukur dalam rangka 
menjaga kelestarian sumber daya alam dari ancaman keserakahan pengelolanya.55
                                               
53 Syam al-Dân Ahmad ibn Qudar ( Selanjutnya disebut Syam al-Din Ahmad Ibn Qudar, Natâij al-Afkar, Juz X, 
Beirut: Dar al-Fikr, t.th. , hlm. 69.
54 Al-Qur’an Suat Hud ayat 61 “ Dia telah menciptakan  akamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya“
55  Abdul Majid Umar  An-Najjar, Qadhaya Al-Bi’ah min ManzhurAl- Islami, Kementerian  Wakaf dan Urusan 
Islam Qatar, Cet. 1, 1404 H/ 1984 M. Hlm. 16-19, Dauqi Ahmad Dunya, Tanmiyah wa Al-Biah, Dirasah 
Muqaranah, Rabithal Al-Alam Al-Islami  Makkah, Nomer. 137-41, hlm. 56,  Ni’matullah Najib Ibrahim, Usus 
Ilmi Al-Iqtishad, Muassasah Syabab Al-Jamia’h  Iskandaria, 1988, hlm. 429.
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